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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Dalam upaya memahami secara Komprehensif Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Penting untuk meninjau penelitian terdahulu yang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ini sebagai bahan perbandingan dan referensi. Berikut diuraikan beberapa hasil penelitian terdaluhu yang relevan dengan penelitian ini anatara lain:
1. Hasil penelitian oleh Hanantyo Sri Nugroho, (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari di Kabupaten Sleman. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 3(2), 119–124. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kapasitas pemerintah desa dalam implementasi kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Hasil penelitian adalah Pemerintah Desa Wukirsari berhasil menginput dan mengolah data untuk 1.500 aset dalam waktu empat jam. Prestasi ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan sistem yang ada cukup memadai untuk mengelola aset desa secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengelolaan aset desa diperkirakan berjalan lancar, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi pemerintah desa maupun warga.
2. Hasil penelitian oleh Irma Safitri, (2024). Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kecamatan Bengkalis. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, 2(4), 94-102. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kecamatan Bengkalis. Fokus penelitiannya adalah menilai efektivitas sistem ini dalam membantu perangkat desa mengelola aset. Penelitian dilakukan di enam desa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Bengkalis telah menerapkan SIPADES dengan baik. Operator desa, meski sebagian besar hanya lulusan SMA, mampu menguasai SIPADES berkat pelatihan yang intensif. Namun kendala utamanya adalah keterbatasan jaringan yang menyebabkan kesalahan sistem dan downtime, mengganggu efisiensi operasional dan stabilitas pengelolaan aset desa, serta menyulitkan pelacakan data secara real-time. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan perbaikan infrastruktur teknologi dan dukungan yang lebih baik agar SIPADES dapat berjalan lancar dan efektif di seluruh desa.
3. Hasil penelitian oleh Dela Prayitno, (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) terhadap Inventaris Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana SIPADES diterapkan pada desa-desa di Kecamatan Jampangkulon dan Surade yakni Desa Nagraksari, Desa Bojonggenteng, Desa Ciparay, Desa Citanglar, Desa Jagamukti, dan Desa Pasiripis. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana perangkat desa mengoperasikan aplikasi SIPADES dan apakah terdapat kendala dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan aosiatif. Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder yakni dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penerapan sistem pengelolaan aset desa SIPADES berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada enam desa terdapat dua desa yang telah lancar dalam pengaplikasian aplikasi SIPADES dan empat desa yang masih belum maksimal dalam penerapan aplikasi ini. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset desa menggunakan aplikasi SIPADES untuk pencatatan dan Inventarisasi aset di desa- desa yang telah diteliti memang sudah berjalan tetapi masih memiliki hambatan mulai dari kurangnya ketrampilan pengurus desa, sering erornya aplikasi sampai kurangnya pemberian pelatihan dari pemerintah mengenai aplikasi.
4. Hasil penelitian oleh Ediyanto & Mona Indrianie, (2023). Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Journal of Administrative and Sosial Science. 4(1), 165-171. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis bagaimana penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penerapannya. Tata cara yang digunakan merupakan kualitatif deskriptif. Ada pula sumber informasi terdiri dari informasi primer dengan jumlah 5 orang informan serta informasi sekunder dengan 3 berbagai dokumen. Metode pengumpulan informasi dicoba dengan riset kepustakaan, riset lapangan( observasi, wawancara, serta dokumen). Metode analisis informasi dicoba dengan reduksi informasi, penyajian informasi, serta penarikan kesimpulan. Hasil riset merupakan Impelementasi kebijakan pengelolaan peninggalan desa di Pemerintah Desa Tanjungsari masih hadapi sebagian hambatan. Antara lain pada aspek komunikasi masih kurnganya pelatihan serta pendampingan aplikasi SIPADES. Sumber energi non manusia masih kekurangan dalam jaringan internet. Pada aspek disposisi, kebijakan pengelolaan peninggalan desa bertabiat top- down dimana. Tidak hanya itu pada aspek birokrasi penerapan pengelolaan peninggalan desa di Pemerintah Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang masih hadapi hambatan berbentuk proses penginputan peninggalan. Penginputan memerluka waktu yang lumayan lama. Upaya yang bisa dicoba dengan mengadakan pendampingan yang intens terhadap seluruh pemerintah desa di Keabupaten Sumedang dalam pengoprasian aplikasi SIPADES. Pendampingan wajib bertabiat secara berkepanjangan hingga pemerintah desa bisa menanfaatkan aplikasi SIPADES dalam mabantu mewujudkan Good Governance.
5. Hasil penelitian oleh Hidayat, R., Nursetiawan, I. (2022). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Jurnal MODERAT, 8(2), 317-328. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian, dapat diketahui Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya anggaran karena tidak mempunyai pendapatan asli desa dan dana turun tidak tepat waktu, kurangnya pembinaan dan peningkatan kompetensi dari dinas terkait, aplikasi sipades belum berjalan dengan optimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan diantaranya, menganggarkan yang lebih besar lagi anggarannya, mencari anggaran dari pendapatan lain dengan cara menambah PADes ataupun dari sumbangan pihak ketiga dan upaya selanjutnya dengan tukar fungsi anggaran terlebih dahulu, diadakannya pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengelolaan aset desa dan mendatangkan pihak yang terkait dengan pengelolaan aset desa untuk melakukan pembinaan terhadap perangkat desa, BPD, LPM yang dianggarkan dari APBDes.



B. Landasan Teori
1. Pengertian Administrasi Publik 
Chandler & Plano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler & Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur "public affairs" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbalkan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.
Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (1970:21) mendefinisikan administrasi publik adalah (1) suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan, (2) Meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan serta hubungan di antara mereka, (3) Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik, (4) Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. (5) Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.
Nicholas Henry (1988), mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Perkembanagan administrasi publik dapat diuraikan dalam empat perkembangan paradigma yaitu, Old Public Administration (OPA), New Public Administration (NPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS). Paradigma tersebut memiliki ciri khas masing-masing, yaitu:
a. Paradigma OPA, menekankan administrasi publik yang birokratis, hierarkis, dan sangat berorientasi pada aturan. Efisiensi prosedur lebih diprioritaskan daripada kualitas layanan, dengan pemisahan tegas antara politik dan administrasi. Pelayanan publik dipandang sebagai hasil sampingan dari proses birokrasi, bukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung.
b. Paradigma NPA, menekankan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, etis, inklusif, dan responsif terhadap perubahan. Pendekatan ini mendorong partisipasi publik, penggunaan berbagai disiplin ilmu, serta pengelolaan keragaman, sambil mengakui bahwa politik dan administrasi saling terkait.
c. Paradigma NPM, Paradigma NPM menekankan pengelolaan sektor publik yang berorientasi pada hasil, efisiensi, dan kinerja dengan memanfaatkan mekanisme pasar serta kompetisi. Selain itu, NPM memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk menghadirkan layanan publik yang lebih efektif, inovatif, dan berkualitas.
d. Paradigma NPS, mengutamakan demokrasi, partisipasi, keadilan, dan nilai-nilai etis dalam penyelenggaraan pemerintahan. NPS menuntut pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, melibatkan mereka dalam setiap proses kebijakan, serta menghadirkan layanan yang responsif, transparan, dan akuntabel.
Dalam perkembangan ilmu administrasi negara dari dulu sampai sekarang fokus utama yang sering dibicarakan dan menjadi sumber kritik adalah bagaimana membentuk tata kelola pemerintahan yang baik dan amanah. Harapan utama dari para ahli dan pemikir tentang tata pemerintahan yang baik atau good governance adalah terwujudnya tatanan kepemerintahan yang demokratis yang mampu diselenggarakan secara baik, bersih, trasnparan dan bertanggung jawab. Prinsip good governance dipandang sebagai salah satu model yang sangat powerfull dalam menjelaskan masalah kontemporer terkait dengan paradigma dan prinsip dasar administrasi publik (Widanti, 2022). Saat ini administrasi publik bukan hanya berbicara tentang birokrasi dan instansi pemerintah saja namun mencakup lebih luas tentang semua bentuk organisasi yang berhubungan dengan penyelenggara negara, khususnya terkait dengan penyusunan kebijakan publik. Keterlibatan dari lembaga swasta dan non pemerintah memiliki peran penting pada setiap implementasi kebijakan dan penyelenggaran publik. Ilmu administrasi melalui governance dipandang sebagai pemikiran terbaik saat ini dalam pelaksanaan pembangungan dan ditempatkan sebagai pusat utama untuk mengkaji bagaimana kekuasaan ekonomi, politik dan administratif dapat dipakai sebagai respon terhadap pemecahan masalah administasi dan mementingkan kepentingan publik. Menurut widyanti, (2022) terdapat beberapa karakteristik utama dari prinsip good governance antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, keadilan, efektivitas dan efisiensi, partisipasi, kepatuhan terhadap hukum, dan keterpaduan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, sebuah identitas dapat meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kepercayaan publik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
2. Pengertian Implementasi
a. Menurut Van Meter & Van Horn
Implementasi adalah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, atau kelompok swasta. dengan tujuan untuk mencapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

b. Menurut Wahab
Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya.
c. Menurut Pressman
Menyatakan bahwa implementasi, adalah proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan untuk mencapainya seperti halnya sebuah kemampuan untuk menempa urutan hubungan dalam rantai sebab akibat agar diperoleh hasil yang diketahui.
d. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).
3. Pengertian Kebijakan Publik
a. Menurut Easton (1969)
Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.
b. Menurut Irfan Islami (2000)
Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik, untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.
c. Menurut Thomas R. Dye (1981)
Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah ("is whatever government choose to do or not to do"). Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (decision making), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.
d. Menurut Chandler dan Plano (1988)
Kebijkan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.

4. Model Implementasi Kebijakan
1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III
Model implementasi kebijakan yang berperspektif top down dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III (1980) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact On Implementation. Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
[bookmark: _Hlk215087655]Gambar 1 : Model Pendekatan Direct and Indirect Impact On Implemention (George C. Edward III)
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Sumber : Leo Agustino (2017)
Berdasarkan pandangan Edwards III keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu:
a. Komunikasi
Faktor ini merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency). 
1. Dimensi transmission yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. 
2. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana agar sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan. 
3. Dimensi konsistensi (consistency) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.
b. Sumber Daya
Meski ketentuan atau aturan jelas dan konsisten tetapi para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab kurang memiliki sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi sumber daya terdiri dari tiga, yaitu manusia (staff), peralatan (facilities), serta informasi dan kewenangan (information and authority).
1. Dimensi sumber daya manusia adalah efektivitas pelaksamman kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.
2. Dimensi sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan.
3. Dimensi informasi dan kewenangan adalah informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.
4. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Disposisi
Disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (staffing the bureaucracy) dan insentif (incentives). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan. Orang-orang yang dipilih harus memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang maupun bentuk apresiasi lainnya.
d. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya standard operating procedures (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP di antara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi fragmentation merupakan organisasi pelaksana yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana, koordinasi yang dibutuhkan semakin intensif.
2. Model Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn
Model Van Meter Dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan dengan linier dari kebijakan publik implementor dan kinerja publik. Menurut van meter dan horn (dalam Nugruho 2008:438) beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah:
a. Aktivitas Implementasi dan komunikasi antar organisasi
b. Krakteristik angen pelaksana atau implemator
c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
d. Kecenderungan (dispotiton) pelaksana dan implemator
Implementasi kebijakan publik menurut Donald Van Meter dan Calr Van Horn terdapat 6 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik yaitu:
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilan jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang berada di level pelaksana kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopsis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil
2. Sumber Daya
Manusia Keberhasilan proses implentasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi Ketika kompetesi dan kapabilitas dari sumber daya manusia itu nihil. Maka kinerja kebijakan publik sangat sulit diharapkan.
Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga adalah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau Ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia. Maka akan menjadi persoalan pelik untuk merealisaikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya daengan sumber daya waktu saat sumber daya manusia giat bekerja dan kecurun dana berjaln dengan baik. Tetapi berbarengan dengan waktu yang sangat ketat, maka hal ini dapat menjadi penyebab ketidak berhasilan suatu implentasi kebijakan. Maka dari itu yang dimaksud oleh van meter dan van horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.
3. Krakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan publik akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para angen pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal. Maka agen pelaksana projek itu harus berkrakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka agen pelaksana yang diturunkan tidak keras dan tidak setegas pada gambaran pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan untuk melakuakan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. 
4. Sikap atau kecenderungan (Desposition) para pelaksana
Sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindak nya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksankan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan atau permasalahan yang mareka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implemator laksanakan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat memungkinkan para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (tidak mampu menyentuh) kebutuhan keinginan atau permasalahan yang ingin warga selesaikan.
5. Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan semakin kecil untuk terjadi begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Sosial Ekonomi Dan Politik
Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam prespektif yang ditawarkan oleh van meter dan van horn ialah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kekegalan kinerja implementasi kebijakan. Maka dari itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.
[bookmark: _Hlk215087699]Gambar 2: Model Implementasi Kebijakan Public Donald Van Meter dan Van Horn
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Sumber: Van Metter & van Horn (1975) dalam Leo Agustino (2017)

1. Model Implementasi Kebijakan Merline S. Grindle
Model Marline S. Grindle (Subarsono, 2005:93), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua kelompok variabel utama, yaitu konten kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Isi kebijakan mencakup beberapa aspek, antara lain: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran diakomodasi, jenis manfaat yang diterima oleh target, ketepatan desain program, serta kejelasan aktor pelaksana. Isi kebijakan juga melihat apakah program didukung oleh sumber daya yang memadai.
Konteks implementasi menyoroti kondisi politik dan kelembagaan tempat kebijakan dijalankan, termasuk kekuatan aktor yang terlibat, strategi yang digunakan, karakteristik rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Model Grindle menekankan bahwa implementasi sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan antara pelaksana, penerima manfaat, dan potensi konflik antar-aktor, serta kondisi sumber daya yang tersedia.






Gambar 3 : Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle
[image: ]
Sumber : Samodra Wibawa, 1994:23
Dari ketiga model implementasi kebijakan tersebut, peneliti memilih menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Agustino: 149-145) karena lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam judul yang peneliti angkat yaitu “Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong”. Terdapat aspek yang sesuai antara model implementasi dengan masalah yang peneliti temukan khususnya yang terdapat GAP pada aspek sumber daya pada indikator staff, informasi, wewenang, dan fasilitas.
5. Tinjauan Aplikasi Sistem Aset Desa (SIPADES)
a. Pengertian Aplikasi
Menurut Jogiyanto (1999:12), aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (intruction) atau pernyataan (Statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. Adapun menurut Ali Zaki dan Smitdev Community, aplikasi adalah komponen yang berguna melakukan pengolahan data maupun kegiatan-kegiatan seperti pembuatan dokumen atau pengolahan data.
b. Pengertian Aset Desa
Aset desa adalah sumber daya yang dimiliki desa yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016, aset desa meliputi barang milik desa yang berasal dari aset asli desa atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Aset tersebut antara lain tanah desa, pasar, bangunan desa, hutan milik desa, dan lain-lain. Pengelolaan aset desa didasarkan pada asas fungsionalitas, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Kepala Desa bertanggung jawab mengelola aset desa, yang dapat didelegasikan kepada perangkat desa. Aset tanah wajib bersertifikat atas nama pemerintah desa, sedangkan aset lainnya wajib memiliki bukti kepemilikan yang sah. Aset desa tidak boleh dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman.
c. Pengertian Pengelolaan Aset Desa
Pengelolaan aset desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemusnahan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Pelaksana pengelolaan aset desa adalah perangkat desa berdasarkan keputusan kepala desa. Permendagri No. 1 Tahun 2016 pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan aset dikelola berdasarkan asas fungsionalitas, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
d. Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)
SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa) adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pemerintah desa dalam administrasi dan inventarisasi aset desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 dan No. 20 Tahun 2018. Diluncurkan pada tahun 2018 setelah proses pengembangan dan perluasan yang dimulai pada tahun tersebut, SIPADES bertujuan untuk menyederhanakan pengelolaan aset desa, mengurangi risiko kehilangan, dan menyederhanakan pelaporan aset desa. Aplikasi ini dirancang berbasis desktop, ramah pengguna, dan tidak memerlukan koneksi internet. Aplikasi ini kompatibel dengan berbagai sistem operasi. Pengelolaan aset harus dilakukan oleh operator yang berkualifikasi untuk memastikan aset desa tercatat dan dimanfaatkan secara efektif.

6. Tujuan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)
Tujuan penggunaan aplikasi SIPADES adalah sebagai sarana dalam upaya melakukan penertiban kepemilikan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat meminimalkan resiko kehilangan aset desa, menertibkan penggunaan aset yang berdaya guna dan berhasil guna bagi pemerintah dan masyarakat desa, mempermudah kepala desa dalam menyampaikan laporan kekayaan milik desa, dan sebagai alat bantu pemerintah desa dalam tata kelola aset yang dimiliki. Pemerintah mengharapkan penerapan aplikasi SIPADES dapat berhasil secara maksimal dalam pelaksanaannya, namun untuk melihat tingkat kesuksesan penerapan sebuah sistem bukan lah suatu hal yang mudah (Furukawa & Minami, 2013). Salah satunya model yang dapat dijadikan rujukan dalam mengukur kesuksesan sistem informasi adalah dengan menggunakan model modifikasi dari DeLone dan McLean (D&M IS Success Model) yang mengungkapkan bahwa kualitas informasi (information quality), kualitas sistem (system quality), dan kualitas layanan (service quality) yang berpengaruh positif terhadap penggunaan dan kepuasan pengguna, sehingga meningkatkan net benefit (manfaat bersih). 


7. Manfaat Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)
Manfaat Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) adalah untuk menertibkan pengelolaan aset desa mengurangi risiko kehilangan dan mempermudah pelaporan kekayaan desa dan meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi serta manjemen desa.

8. Faktor Penghambat dan Pendukung Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)
Faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Sistem Aset Desa (SIPADES) meliputi beberapa faktor:
1. Faktor Pendukung
Dukungan penuh dari pemerintah daerah sangat penting untuk menjamin keberlanjutan SIPADES, termasuk alokasi anggaran dan regulasi pendukungnya.
a. Partisipasi Masyarakat, Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan data aset desa melalui SIPADES dapat meningkatkan akurasi data, pemahaman, dan dukungan terhadap sistem.
b. Infrastruktur Komunikasi, Infrastruktur komunikasi yang baik, seperti jaringan internet yang andal, diperlukan untuk memastikan aksesibilitas data yang cepat dan efisien.
c. Sumber Daya Manusia, Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan SIPADES diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem dan menjaga keberlangsungan operasional.
d. Keamanan Data, Melindungi data aset desa melalui sistem keamanan yang canggih sangat penting untuk mencegah kebocoran, manipulasi, atau akses tidak sah ke informasi sensitif.
2. Faktor Penghambat
Keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan utama bagi pengembangan dan pemeliharaan SIPADES, yang menghambat investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia.
a. Kurangnya Kesadaran: Kurangnya pemahaman publik dan pemerintah tentang manfaat SIPADES dapat mengakibatkan kurangnya dukungan dan partisipasi aktif dalam sistem.
b. Keterbatasan Infrastruktur: Keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang lambat atau tidak stabil, dapat menghambat aksesibilitas data dan kinerja sistem secara keseluruhan. 
c. Resistensi terhadap Perubahan: Ketidakmampuan atau ketidaksiapan pihak-pihak terkait untuk beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan dalam implementasi SIPADES dapat menghambat proses pengembangan sistem.
d. Kurangnya keterampilan dan keahlian teknis dalam pengelolaan sistem informasi dapat menjadi hambatan serius bagi pemanfaatan SIPADES yang efektif.
Dengan memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat diatas, dapat dilakukan untuk memperkuat aspek positif dan mengatasi hambatan yang mungkin timbul dalam implementasi dan operasional Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Dalam implementasi SIPADES, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penghambat sekaligus memperkuat faktor-faktor pendukung untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan sistem informasi.

9. Sumber Hukum
Sumber hukum yang mengatur atau mendukung implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dapat bervariasi tergantung pada negara dan yurisdiksinya. Di Indonesia, beberapa sumber hukum yang relevan untuk mendukung implementasi SIPADES di tingkst desa antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan aset desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang menjadi landasan bagi implementasi SIPADES.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai aspek-aspek teknis terkait pengelolaan aset desa dan dapat menjadi dasar implementasi SIPADES.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini memberikan panduan terkait pengelolaan keuangan desa termasuk aset desa, yang relevan untuk diintegrasikan dalam SIPADES.
4. Kebijakan Pemerintah Terkait Sistem Informasi Desa. Selain peraturan yang bersifat hukum, kebijakan pemerintah terkait pengembangan sistem informasi desa juga dapat menjadi sumber pedoman untuk implementasi SIPADES.












C. Kerangka KonseptualUndang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu tentang desa dan memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola aset desanya sendiri. 
Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.
Langkah-Langkah Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)
· Penyusunan Rencana 
· Pengumpulan Data
· Perancangan Sistem
· Pengembangan Sistem
· Implementasi
· Evaluasi dan Pemeliharaan 

Terimplementasi
 Teori George C. Edward III (Agudtino 2008) terdiri dari:
a. Sumber Daya 
b. Komunikasi
c. Disposisi
d. Struktur Birokrasi



			
Gambar 4 : Kerangka Konseptual (Sumber : Peneliti, 2026)
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